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A.  PENGANTAR 

 Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan penelitian 

dengan judul “Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan pelestarian 

ruang terbuka hijau di Kota Medan ”, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu 

untuk meluangkan waktunya guna menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pada daftar ini tanpa prasangka dan perasaan tertekan. 

 Semua keterangan dan jawaban yang kami peroleh semata-mata 

untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya.  Keterangan 

dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan besar sekali artinya untuk 

kelancaran penelitian yang pada akhirnya akan dapat bermanfaat bagi 

keberhasilan pelaksanaan tugas Bapak/Ibu. 

 Atas bantuan Bapak/Ibu Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih 

dan semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. 

Terima kasih. 
Peneliti, 
 
Yudi Amri 

  

DAFTAR PERTANYAAN  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN RUANG 
TERBUKA HIJAU DI KOTA MEDAN 
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A. B.  KARAKTERITIK RESPONDEN 

 
1. No. Responden : …………………………….. 
2. Umur  :………….Tahun 
3. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki  (2) Perempuan 
4. Pendidikan : (1) Tamat SD 

(2) Tamat SLTP 
(3) Tamat SLTA 
(4) Akademi/Perguruan Tinggi 

5. Kedudukan dalam Kebijakan Implementasi kebijakan pelestarian ruang 
terbuka hijau di Kota Medan   ………… 

 
C.  VARIABEL PENELITIAN 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Kebijakan 
Implementasi kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan   
?  
(a) Mengetahui 
(b) Kurang Mengetahui 
(c) Tidak Mengetahui 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang tujuan/sasaran 
Kebijakan Implementasi kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di 
Kota Medan  ? 
(a) Mengetahui 
(b) Kurang mengetahui 
(c) Tidak mengetahui 

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang adanya perangkat 
aturan dalam palaksanaan Kebijakan Implementasi kebijakan 
pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan  ?  
(a) Mengetahui 
(b) Kurang mengetahui 
(c) Tidak mengetahui 

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan yang mengatur 
secara tertulis tentang pelaksanaan Kebijakan Implementasi kebijakan 
pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan   ? 
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(a) Mengetahui 
(b) Kurang mengetahui 
(c) Tidak mengetahui 

5. Apakah Bapak/Ibu dapat memahami peraturan tersebut  ? 
(a) Memahami 
(b) Kurang memahami 
(c) Tidak memahami 

6. Apakah Bapak/Ibu memahami bagaimana pengelolaan Kebijakan 
Implementasi kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan   
? 
(a) Memahami 
(b) Kurang memahami 
(c) Tidak memahami 

7. Apakah Kebijakan Implementasi kebijakan pelestarian ruang terbuka 
hijau di Kota Medan  yang dilaksanakan berkembang ? 
(a) Berkembang 
(b) Kurang berkembang 
(c) Tidak berkembang 

8. Apakah  kelompok masyarakat dilibatkan oleh pemerintah dalam 
Kebijakan Implementasi kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di 
Kota Medan ? 
(a) Diatur sepenuhnya 
(b) Diatur sebagian 
(c) Tidak diatur 

9. Bagaimanakah bentuk aturan pemerintah tersebut ? 
(a) Membimbing/mengarahkan 
(b) Mempersilahkan memilih sendiri 
(c) Memaksa/menekan 

10. Apakah sumberdaya yang tersedia dapat mendukung kelancaran 
pengelolaan jenis usaha yang Bapak/Ibu lakukan ? 
(a) Mendukung 
(b) Kurang mendukung 
(c) Tidak mendukung 
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11. Bagaimanakah peranan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan 
pengarahan/penyuluhan dalam pelaksanaan Kebijakan Implementasi 
kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan   ? 
(a) Berperan 
(b) Kurang berperan 
(c) Tidak berperan 

12. Bagaimanakah peranan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan 
pengarahan/penyuluhan dalam pelaksanaan Kebijakan Implementasi 
kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan  ? 
(a) Berperan 
(b) Kurang berperan 
(c) Tidak berperan 

 

13. Bagaimanakah peranan Pemerintah Desa dalam memberikan 
pengarahan/penyuluhan dalam pelaksanaan Kebijakan Implementasi 
kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan  ? 
(a) Berperan 
(b) Kurang berperan 
(c) Tidak berperan 
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14. Apakah kualitas Tim Pelaksanan Kebijakan Implementasi kebijakan 
pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan  tersebut sudah cukup 
memadai ? 
(a) Memadai 
(b) Kurang memadai 
(c) Tidak memadai 

15. Menurut Bapak/Ibu bagaimana keterpaduan setiap komponen 
pelaksana dalam pelaksnaan Kebijakan Implementasi kebijakan 
pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan  ? 
(a) Ada keterpaduan 
(b) Kurang Keterpaduan 
(c) Tidak ada keterpaduan 

16. Apakah ada hambatan dalam perencanaan Kebijakan Implementasi 
kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan  yang 
dilaksanakan ? 
(a) Banyak hambatan 
(b) Sedikit hambatan 
(c) Tidak ada hambatan 

17. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Implementasi 
kebijakan pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Medan  yang 
dilaksanakan ? 
(a) Banyak hambatan 
(b) Sedikit Hambatan 
(c) Tidak ada hambatan 
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